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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Praktek Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gadung Driyorejo”.
Tujuannya untuk memberikan jawaban bagaimana proses gadai melalui makelar dan
akibat hukumnya dari pelaksanaan gadai yang ada di desa Gadung Driyorejo.

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, pembacaan dan
kajian teks (fex reading) dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kemudian
kesimpulannya menggunakan logika deduktif.

Gadai motor melalui makelar di Desa Gadung Driyorejo merupakan praktek
gadai yang obyeknya adalah sepeda motor. Dalam prosesnya, penggadai
menyerahkan kuasa kepada orang tertentu yang dikenal sebagai makelar untuk
menggadaikan barangnya demi mendapatkan pinjaman sejumlah uang, yang diikuti
penyerahan sepeda motor sebagai jaminan pelunasan apabila ingkar janji dan
penyerahan gadai tersebut diperjanjikan secara lisan dengan memperoleh hak berupa
komisi 10% dari nilai pinjaman dengan kewajiban menanggung resiko jika barang
gadai hilang atau mengalami kerusakan berat.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa praktek gadai motor melalui
makelar yang ada di Desa Gadung Driyorejo sesuai dengan ketentuan hukum islam
karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang yang berhak dan tidak ada unsur
penipuan, sedangkan akad yang dipakai dalam gadai tersebut adalah akad wakalah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu adanya penegasan dalam sebuah
perjanjian meskipun hanya dengan sebuah ucapan agar tidak terjadi penyelewengan.
jadi untuk langkah ke depannya, usaha gadai motor tersebut akan lebih berkembang
karena tidak mengecewakan masyarakat terutama orang yang terkait dengan gadai
motor tersebut.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungguh sangat sempurna agama Islam yang diwahyukan oleh Allah
SWT. kepada junjungan Rasul-Nya Muhammad SAW untuk seluruh ummat
manusia. Risalahnya telah mengajarkan kepada manusia bagaimana
berhubungan dengan Allah dan bagaimana pula berhubungan dengan sesamanya.

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q.S Ali Imron Ayat 112:

-~
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Artinya : “Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada kecuali jika
mereka berpegang teguh pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian)
dengan manusia’.

Penjelasan tersebut mengajarkan prilaku ibadah dan hubungan baik
sesama manusia adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kewajiban menjalankan
ibadah diiringi dengan kewajiban berbuat baik sesama manusia. Oleh sebab itu,
dalam persoalan hubungan sesama manusia, islam mengajarkan kepada segenap

pemeluknya untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Sebagaimana yang

terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah Ayat 148 :

! Departemen Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h.81
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Artinya :“dan tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap
kepadanya maka berlomba-lombalah kamu (dalam membuat)
kebaikan. ...

Ketentuan ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak
akan mencapai kesempurnaan jika hanya menitik beratkan pada satu hubungan
saja (hubungan dengan pencipta atau hubungan dengan sesamanya), Islam
mewajibkan agar ada keseimbangan diantara keduanya.

Segala bentuk kegiatan yang mengerahkan sumber daya yang dimiliki
secara rasional dan etis oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dan
meningkatkan taraf hidupnya sebagai khalifah Allah, yang disebut sebagai
kegiatan ekonomi adalah wajib hukumnya menurut Islam. Islam mengajarkan
agar dalam melakukan kegiatan ekonomi seseorang harus menjunjung tinggi
nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, penghematan dan sebagainya. Ekonomi
Islam pada prinsipnya menunjuk kepada segala bentuk kegiatan yang
memanfaatkan seluruh sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa,
mengkonsumsi dan mendistribusikannya sesuai dengan petunjuk Allah SWT.
dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan di muka bumi dan meraih ridha-Nya.

Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalam Islam di yakini sebagai bagian dari

2 Ibid h.28



manifestasi ibadah kepada Allah SWT. dan melaksanakan tugas sebagai
khalitah-Nya.

Agama Islam memandang bahwa semua bentuk kegiatan ekonomi adalah
bahagian dari mu’amalah. Sedangkan mu’amalah sendiri juga termasuk bahagian
dari syari’ah, salah satu dari kedua ajaran Islam yang pokok lain yang tidak dapat
dipisah-pisahkan yaitu ‘agidah dan akhlag. Dalam kaitan ini Allah SWT.
memberi gambaran tentang hubungan yang tak terpisahkannya ketiga ajaran

pokok Islam itu dalam firman-Nya Q.S.Ibrahim Ayat 24-26 :
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Artinya :“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya
teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan
buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat
perumpamaanperumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu
ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang
buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi,
tidak dapat tegak sedikitpun.

Dalam kaitan ini, Al-Qur’an telah menyerukan agar setiap muslim

melakukan segala aktivitas kehidupannya termasuk dalam bidang ekonomi selalu

3 Ibid. h. 349



bertumpu pada ‘agidah tauhid. Dalam hal ini berarti bahwa pencipta, pemilik dan
penguasa segala yang ada hanyalah Allah Yang Maha Esa saja. Karena itu,
manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya dalam melakukan kegiatan ekonomi
selalu bertumpu pada keimanan kepada Allah SWT dan bertujuan mencari ridha-
Nya.

Kegiatan ekonomi yang berlandaskan ‘agidah tauhid menjamin
terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan perekonomian untuk masyarakat luas,
dan bukan hanya pada masyarakat muslim saja. Hal ini, karena ekonomi dalam
pandangan Islam merupakan sarana dan fasilitas yang dapat membantu
pelaksanaan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi yang demikian
dilaksanakan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang selalu merasakan kehadiran dan
pengawasan Allah SWT, sehingga selalu berhias dan menjunjung tinggi akhlak
yang terpuji, keadilan, bebas dari segala tekanan untuk meraih kebaikan hidup
yang diridhai Allah SWT. di dunia dan di akhirat.

Keterikatan kegiatan ekonomi yang berlandaskan ‘agidah tauhid dengan
akhlak yang terpuji tidak dapat dipisahkan. Peranan ‘agidah tauhid dan akhlak
yang terpuji dalam semua kegiatan setiap manusia, termasuk di dalamnya
kegiatan bidang ekonomi, adalah sangat penting. Kedua pokok ajaran Islam itu
akan mengarahkan kegiatan perekonomian ke jalan yang sesuai dengan syari’at

Islam.



Konsep Islam sangat jelas dan lantang bahwa manusia dilahirkan
merdeka. Karenanya, tidak ada seorang pun bahkan negara sekalipun yang boleh
merampas kemerdekaan tersebut dan membuat manusia menjadi terikat. Dengan
kata lain, manusia diberi kebebasan sepanjang dapat mempertanggungjawabkan,

baik kepada sosial maupun kepada Allah.

Pertanggungjawaban dalam kegiatan ekonomi syari’ah memiliki arti
bahwa manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala
keputusan yang telah diambil atau tindakan yang telah dilakukan. Manusia,
menurut Islam, adalah makhluk yang mempunyai kebebasan untuk menentukan
berbagai pilihan yang akan diambil. Konsekwensi kebebasannya ini, kelak, akan
dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Karena itu, hampir tidak ditemukan
di dalam perkembangan ekonomi Islam tindakan-tindakan yang didasari oleh
sikap positivesme yang merupakan salah satu dari pilar penting dalam
perekonomian konvensional. Positivisme yang diartikan sebagai paham bebas
nilai, bebas etika atau bebas dari pertimbangan-pertimbangan normatif adalah
bertentangan secara deametral dengan sikap Islam yang mengakui bahwa segala
yang dimiliki manusia adalah amanat, titipan, dari Allah SWT. Seluruh
sumberdaya adalah karunia Allah yang dititipkan kepada manusia sebagai sarana

mempermudah pengabdiannya kepada-Nya. Karena itu segala tindakan manusia



menyangkut masalah ekonomi ini khususnya, kelak akan dimintakan

pertanggungjawabannya oleh Yang memberikan titipan, Allah SWT.*

Karakteristik terpenting yang membedakan antara sistem ekonomi
syari’ah dan ekonomi konvensional adalah bahwa okonomi syaria’ah tidak dapat
dipisahkan dengan ‘agidah, syari’ah dan akhlag. Dalam praktiknya, sistem
ekonomi syari’ah dimanivestasikan dalam kegiatan perekonomian yang
menjunjung tinggi dan dibingkai oleh akhlak yang terpuji. Hanya dengan
menjunjung tinggi akhlak yang terpuji (al-akhlag al-karimah) kebaikan,
kemaslahatan dan kesejahteraan manusia akan terwujud. Mendidik dan
menegakkan akhlak yang terpuji inilah yang menjadi misi utama dari risalah
kenabian Muhammad SAW. “Sesungguhnya tidaklah aku diutus, melainkan

untuk menyempurnakan akhlak™.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam sama sekali tidak
memperkenankan semua pemeluknya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang
mengabaikan dan menyimpang dari kemuliaan dan keutamaan yang disyari’atkan

Allah dan Rasul-Nya.

Sejalan dengan penjelasan diatas, gadai merupakan suatu bentuk amalan
dari beberapa amalan yang mengandung aspek mu’amalah. Gadai juga penting

dalam hal pengembangan kesejahteraan masyarakat karena gadai juga

* www. konsep ekonomi islam.com



merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka
memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku
pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun
badan hukum, memerlukan modal yang besar. Seiring dengan meningkatnya
kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang
sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut
diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Di dalam pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa semua benda atau
kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk semua hutang-hutangnya, namun
sering orang tidak puas dengan jaminan secara umum ini. Kemudian kreditur
biasanya meminta supaya suatu benda tertentu untuk digunakan sebagai
jaminan atau tanggungan, schingga apabila orang yang berhutang tidak
menetapi kewajibannya, orang yang menghutangkan dapat dengan mudah dan
pasti melaksanakan haknya terhadap si berhutang, dengan mendapatkan
kedudukan yang diprioritaskan daripada penagih-penagih hutang lainnya.
Sebagaimana yang jelaskan dalam KUHPerdata pasal 1150 :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh sesecorang yang mempunyai
piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh
seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang
memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada
orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah



dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan,
biaya-biaya mana harus didahulukan.’

Selain berbeda dengan KUH.Perdata, pengertian gadai menurut syariat
Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat
yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai itu adalah sebagai
berikut : “menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah vang secara
tunai, dengan ketentuan : si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian

tanahnya dengan jalan menebusnya kembali™

Sebagaimana penulis ketahui bahwa agama Islam adalah risalah yang
diturunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman
yang mengandung hukum-hukum yang sempurna untuk dipergunakan dalam
menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur manusia
dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan
khalignya.

Islam datang dengan seringkali pemahaman tentang kehidupan yang
membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis
hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu
memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek

ritual maupun sosial.

5 Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 297
® Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, Hukum Gadai Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), h. 140



Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya saling tolong
menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus
menolong yang tidak mampu. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga
kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu ia boleh
meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila
kreditur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh
dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum Islam disebut dengan istilah
rahn atau gadai.

Dalam istilah figh, gadai dikenal dengan sebutan ar-Rahn. Para fuqaha’
sepakat membolehkan praktek gadai, asalkan tidak terdapat praktek yang
dilarang seperti riba atau penipuan. Gadai menurut Islam adalah menjadikan
harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut
ketika tidak mampu melunasinya atau harta benda yang dijadikan jaminan
hutang untuk dilunasi (hutang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut
apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berhutang.

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang, yang
mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang
menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang
jaminan tetap milik orang yang menggadaikan akan tetapi dikuasai oleh orang

yang menerima gadai. Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Nabi

Muhammad SAW, dan Rasullulah sendiri pernah melakukannya. Rasullulah
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pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk ditukar dengan

gandum.

Artinya :“Bercerita pada kami Qutaibah bercerita pada kai Jarir dari al-A’masy
dari Ibrahim dari al-Aswad dari ‘Aisyah RA berkata : Rasulullah SAW
pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau mengadaikan
kepadanya baju besi beliau”.

Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang bolehnya melakukan rahn atau

gadai adalah:

-
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Artinya :“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan”. (al-Baqarah : 283)"

"Ymam Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Semarang: Toha Putra, t.t), jilid III, h. 115
¥ Departemen Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 60
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Pada saat ini bukan hanya lembaga pegadaian yang berkembang tetapi
personal gadai juga berkembang pesat di masyarakat karena untuk memenuhi
kebutuhan yang mendadak, baik digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun
produktif dan prosesnya juga lebih muda dan cepat.

Sebagaimana yang penulis ketahui, kegiatan gadai yang dilakukan oleh
Rasulullah telah berlanjut sampai sekarang, berdasarkan pengamatan sementara
di Desa Gadung Driyorejo telah dilaksanakan gadai motor melalui makelar.
Dalam pelaksaan gadai tersebut, makelar sebagai mediator antara rahin dan
murtahin, dan bertanggung jawab penuh atas barang gadainya jika terjadi
perselisihan karena keduanya (rahin dan murtahin). Prosesnya sangat mudah
yaitu hanya dengan ucapan dan kepercayaan, kemudian jangka waktu
pengembalian pinjaman juga di tetapkan, akan tetapi waktu penetapan tersebut
hanya sebuah ungkapan seoarang rahin untuk menyakinkan hati murtahin agar
tidak kuatir dengan marhun bih yang telah di berikannya, ungkapan tersebut
menurut orang jawa disebut “semayan”. Sehingga ketika masa pengembalian
pinjaman telah jatuh tempo, si peminjam (rahin) terkadang tidak dapat
mengembalikan pinjaman tepat waktu, ukurannya adalah ketika rahin
mempunyai uang untuk mengambil barangnya, dan jika murtahin menginginkan
uangnya kembali pada saat waktu tersebut, maka disini makelar mengambil
penegasan dan memberikan solusinya yaitu barang gadai tersebut dilempar

(dialihkan) lagi pada orang lain, jika murftahin membutuhkan uangnya, dan
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untuk biaya perawatan terhadap barang gadai ditanggung oleh peminjam
(rahin). Sehingga mayoritas akibat kerusakan barang gadai sering membuat
peminjam mengalami kerugian meskipun tidak mengakibatkan kerusakan.
Terkadang salah satu pihak saja yang diuntungkan dan terkadang juga keduanya
tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan alasan diatas, maka penelitian ini layak untuk dilakukan
guna mencari ketentuan hukum dari gadai motor melalui makelar yang

dilaksanakan di Desa Gadung Driyorejo.

. Rumusan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang
masalah, penelitian ini hanya membatasi permaswalahan sebagaimana rumusan
masalah berikut :

1. Bagaimana proses pelaksaan gadai motor melalui makelar di Desa Gadung
Driyorejo?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksaan gadai motor melalui
makelar tersebut?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan
untuk:

1. Mengetahui proses pelaksanaan gadai motor melalui makelar di Desa

Gadung Driyorejo
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2. Untuk mengetahui praktek gadai motor melalui makelar di Desa Gadung
Driyorejo dengan tinjauan hukum Islam
D. Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian ini disamping berguna secara pribadi, yakni sebagai sarana
untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh juga diharapkan berguna :
1. Secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan
khususnya perihal penggadaian
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi masyarakat
luas yang ingin melaksanakan gadai melalui makelar khususnya di Desa
Gadung Driyorejo
E. Definisi operasional
Penelitian ini berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai
motor melalui makelar di Desa Gadung Driyorejo, untuk menghindari kesulitan
dan memudahkan pemahaman, maka perlu adanya pembatasan dan penjelasan

mengenai istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penelitian

ini.
1. Hukum Islam : Koleksi daya dan upaya para ahli hukum untuk menerapkan
syariat atas kebutuhan masyarakat’
2. Gadai . Menjadikan  sesuatu  benda  bernilai  menurut

pandangansyara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya

? Hasbie as-Sidqie, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 29
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tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat
diterima'

3. Makelar : Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh
Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh
penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk
itu. "'

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gadung Kecamatan Driyorejo
Kabupaten Gresik
2. Data yang dikumpulkan
a. Kronologi gadai di Desa Gadung
b. Adat gadai di Desa Gadung
c. Tata cara pelaksanaan gadai di Desa Gadung
d. Data tentang ketentuan hukum Islam guna menyikapi pelaksaan praktek
gadai di Desa Gadung
3. Sumber Data

a.  Sumber data Primer'?

Yaitu aturan yang memuat tentang pelaksanaan gadai di Desa

K. Lubis, Hukum Gadai, h.139
" www.kitab undang-undang hukum dagang.com

"2 Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, Soerjono Soekanto, Pengantar
Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), h. 51
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Gadung yang meliputi ; rahin, murtahin dan makelar
b. Sumber data sekunder'
Yaitu kitab-kitab atau buku-buku, jurnal ilmiah yang terkait
dengan penelitian ini, antara lain :

1) Al-Qur’an tarjamah, DEPAG RI

2) Chairuman Pasaribu K.Lubis, Hukum Gadai Dalam Islam, Jakarta:

Sinar Grafika, 1996

3) Hendi Suhendi, Figih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2005

4) Ibnu Qudamah, a/-Mughni ‘Ala Mukhtashar al-Kharqi, Beirut: Dar

al-Kutub al-‘ilmiyah, jilid IV, 1994

5) Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Semarang: Toha Putra al-

Hidayah, jilid III, t.t.,

6) Rachmat Syafei, Figih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004

7) Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya

Paramita, 2004

" Data yang diperoleh dari bahan pustaka, /bid, h.51
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8) Taqgiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Ahyar Fii Halli

Ghayati al-Ikhtisar, Surabaya: Toha Putra al-Hidayah, t.t

9) Dan buku-buku lain yang punya kaitan dengan gadai.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi :
a. Observasi'

Yang di maksuk observasi adalah mengamati dan mendengar
dalam rangka memahami, mencari jawaban dari fenomena-fenomena
yang ada. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung tata
cara pelaksanaan gadai.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknis dalam upaya menghimpun
data yang akurat tentang keperluan melaksanakan proses pemecahan
masalah tertentu yang sesuai dengan data. Dalam penggunaan teknik
wawancara sebagai teknik pengumpul data, data yang diperoleh peneliti
dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara

peneliti dan seorang atau beberapa orang interviewer (yang

'* Mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dari fenomena-
fenomena yang ada. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung tata cara pelaksanaan,
ibid, h. 42
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diwawancarai)."”
5. Teknik analisa data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif
dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan sesuatu hal
apa adanya atau memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas
yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil melalui
logika deduktif'® yaitu jalan pikiran (nalar) dari putusan khusus kepada
putusan umum. Putusan umum dari penelitian ini adalah ketentuan hukum
islam tentang hal-hal yang dilarang, atau yang halal, haram dan syubhat.
Ketentuan-ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis apakah ada
kesesuaian atau benar tidaknya mengenai aplikasi gadai motor melalui

makelar.

G. Sistematika pembahasan
Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang
sistimatis dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistimatika pembahasan
sebagai berikut :
Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi.

Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

15 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Dakwah, (Jakarta: logos, 1997), h. 72
' Poedjawiyatma I.R., Logika filsafat berpikir, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 75
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penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,
dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dipaparkan landasan teori yang berisi tentang gadai dan
makelar. Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Pertama, ketentuan hukum islam
tentang gadai dengan anak sub bab pengertian gadai, dasar hukum, rukun dan
syarat gadai, barang jaminan, pemanfaatan, dan berakhirnya perjanjian gadai.
Kedua, ketentuan hukum islam tentang makelar dengan anak sub bab pengertian
makelar, dasar hukum, syarat dan rukun makelar, hak dan kewajiban makelar.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian lapangan yang terbagi dalam lima
sub bab. Pada sub bab pertama dipaparkan sekilas tentang lokasi Desa Gadung
Driyorejo Gresik. Sub bab kedua latar belakang gadai. Sub bab ketiga
dipaparkan tentang mekanisme gadai motor. Sub bab keempat dipaparkan
makelar dalam gadai. Sub bab kelima dipaparkan tentang perjanjian kuasa.

Bab keempat merupakan analisis data yang terbagi atas tiga sub bab.
Sub bab pertama analisis praktek gadai motor. Sub bab kedua tinjauan hukum
islam terhadap praktek gadai motor di Desa Gadung Driyorejo. Sub bab ketiga
hukum makelar dalam gadai.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah secara
keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran yang

dirasa perlu.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. GADAI

1.

Pengertian Gadai

Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan raAn dan dapat
juga dinamai dengan a/-habsu. Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan
lestari, sedangkan a/-habsu berarti penahanan, yaitu penahanan terhadap suatu
barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang
tersebut.'

Berdasarkan definisi yang berasal dari ulama madzhab Maliki
tersebut, obyek jaminan dapat berbentuk materi, atau manfaat, dimana
keduanya merupakan harta menurut jumhur ulama. Benda yang dijadikan
barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh
juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan
(agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat
sawah).”

Perjanjian gadai menurut Islam disebut rahn, yaitu perjanjian menahan

sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn menurut bahasa berarti

! Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, Hukum Gadai Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,

1996), h. 139

? Ad-Dardir, Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi, (Mesir : Dar al-Fikr, 1978), Jilid III, h. 303

19
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“tetap”’, “berlangsung”, dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti
menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai
tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian
utang dapat diterima. Beberapa ulama mempunyai pandapat tentang
pengertian rahn atau gadai diantara ulama tersebut adalah:

1. Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahhab
mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta sebagai
kepercayaan suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila
utang tidak dibayar.’

2. Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini dalam kitabnya Kifayatul Ahyar
Fii Halli Ghayati al-lIkhtisar mendefinisikan ar-rahn adalah akad atau
perjanjian piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau
penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang
digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.’

3. Lebih lanjut Imam Taqiyyuddin mengatakan bahwa barang-barang yang
dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat dijual-
belikan. Artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.’

4. Imam Syafi’i dan Hambali dalam mengartikan rain dalam arti akad yakni

menjadikan materi atau (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat

3 Abu Zakariya, Fathul Wahhab, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), h. 167

* Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati al-Ikhtisar, (Surabaya:
al-Hidayah, t.t), h. 117

> Ibid, h.118
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dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa
membayar hutangnya.’

5. Moh. Rifa’i mendefinisikan gadai yaitu menjadikan suatu benda yang
berupa harta yang ada harganya sebagai jaminan dan akan dijadikan
pembayaran jika utang itu tidak dapat dibayar.’

6. Gadai dalam Figh adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan
utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’
sebagai tanggungan pinjaman (marhun bih), sehingga dengan adanya

tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.®

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian
gadai atau rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan

bahwa gadai atau rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

. Dasar Hukum Gadai

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syariat islam dihukumkan jaiz
atau yang dibolehkan, baik menurut al-qur’an, sunah maupun ijma’ ulama.
Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan al-

Qur’an Q.S. al-Baqarah ayat 283:

® Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) Jilid II, h. 121
" Rifa’i, fikih muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 98
8 Ahmad Azhar Basyri, Riba, Utang-Piutang dan Gadai, (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), h. 50
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Artinya : “jika kamu berada dalam perjalanan, dan tiada mendapatkan seorang

penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..”

Sedangkan dalam sunah Rasulullah SAW dapat diketemukan dalam

ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dari aisyah r.a berkata:

Artinya : 7 Bercerita pada kami Qutaibah bercerita pada kami Jarir dari al-
A’masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari ‘Aisyah RA berkata :

Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan

beliau mengadaikan kepadanya baju besi beliau” "’

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga
berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih atau bertentangan
pendapat.

. Rukun Dan Syarat Gadai
Adapun yang menjadi rukun gadai ini:
a. Adanya lafaz.
yaitu pernyataan ada perjanjian gadai, baik dilakukan dalam bentuk

tertulis maupun lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya

? Departemen Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 60
1 Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Semarang: Toha Putra, t.t), Jilid III, h.167
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perjanjian gadai diantara para pihak.""
b. Adanya pemberi gadai dan penerima gadai

Menurut ulama Syafi’iyah kedua orang yang akad (rahin dan
murtahin) harus memenuhi kreteria '*a/-ahliyah yaitu orang yang telah sah
untuk jual-beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus
baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mum,ayyiz, dan orang
yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan raAn.

Menurut ulama selain hanafiyah, ahliyah dalam seperti pengertian
ahliyah dalam jual-beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang
yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula
seorang wali tidak boleh menggadaikan barang yang dikuasainya, kecuali
dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pegangnya yang dapat
dipercaya.

c. Adanya barang yang digadaikan (marhun)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para ulama
figih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana barang dalam dalam
juak-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak
murtahin.”

d. Adanya utang

"' K. Lubis, Hukum Gadai, h.142

12 Al-Kasani, A/-Bada’i Ash-Shana’i fi tartib Asy-Syara’l, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), jilid
VL h. 135

" Tbnu Qudamah, al-Mughni ‘Ala Mukhtashar al-Khargi, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1994), jilid
IV, h. 337
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Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis berpendapat dalam hal lafaz
ini, pernyataan dapat saja baik dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan,
asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para
pihak.

Tentang pemberian dan penerima gadai disyaratkan keduanya
merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum
sesuai dengan ketentuan syariat islam, yaitu berakal dan balig.

Perihal yang dijadikan sebagai barang gadaian, harus pemilik gadai dan
barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai.

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan
merupakan utang yang tetap, dengan perkataan lain utang tersebut bukan
utang yang bertambah-tambah, atau utang yang mempunyai bunga, sebab
andainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian
tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan
perbuatan riba ini bertentangan deng ketentuan syariat islam.

. Barang Jaminan

Dalam hukum Islam jaminan dikenal dengan istilah d/aman atau kafalah.
Menurut etimologi Kafalah berarti al-dhamanah, hamalah , dan za’aamah,
ketiga istilah tersebut memilki arti yang sama, yakni menjamin atau

menanggung.'®. Sedangkan menurut terminologi Kafa/ah adalah “Jaminan yang

'* Wahbah Zuhaily, A/-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, (Damsyik: Dar al-fikr, 2002), cet. 6,
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diberikan oleh kafii/ (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban atau
prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)”.
Kafalah diisyaratkan oleh Allah SWT. pada Al-Qur’an Surat

Yusuf ayat 72;

o

a5 e Ul nd U oy 6 2l AT £ 150 aid 1,06

Artinya : “Penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat)
beban unta dan aku menjamin terhadapnya’™’

Kafalah dinilai sah menurut hukum Islam kalau memenuhi rukun dan
syarat , yaitu:

1) Kaftiil ( orang yang menjamin), disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak
dicegah membelanjakan harta (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya
sendiri.

2) Makful lah (orang yang berpiutang atau berhak menerima jaminan),
syaratnya ialah diketahui oleh orang yang menjamin, ridha (menerima), dan
ada ketika terjadinya akad menjaminan.

3) Makful ‘anhu (orang yang berutang atau yang dijamin), disyaratkan
diketahui oleh yang menjamin, dan masih hidup (belum mati).

4) Madmun bih atau makful bih (hutang atau kewajiban yang dijamin),

disyaratkan; merupakan hutang atau prestasi yang harus dibayar atau

h.4141

'’ Departemen Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemahnya , h. 329
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dipenuhi, menjadi tanggungannya (makful anhu), dan bisa diserahkan oleh
penjamin (kafiil).

5) Lafadz ijab qabul, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak
digantungkan kepada seauatu dan tidak berarti sementara.'®

Kaftalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafalah dengan jiwa (kafalah bi
al-nafs) dan kafalah dengan harta (kafalah bi al-maal). Kafalah dengan jiwa
dikenal pula dengan Kafalah bi al-Wajhi, yaitu adanya kesediaan pihak
penjamin (al-Kafil, al-Dhamin atau al-Za’im) untuk menghadirkan orang yang
ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (Makful lah).

Kafalah yang kedua ialah kafalah harta, yaitu kewajiban yang mesti
ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa
harta. Kafalah harta ada tiga macam, yaitu: pertama, kafalah bi al-Dayn, yaitu
kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain, kedua, kafalah
dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu
yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-ghashab
dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, ketiga, kafalah dengan ‘aib,
maksudnya adalah jaminan bahwa jika barang yang dijual ternyata
mengandung cacat, karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya,
maka penjamin (pembawa barang) bersedia memberi jaminan kepada penjual

untuk memenuhi kepentingan pembeli (mengganti barang yang cacat tersebut).

' Zuhaily, A/-Figh al-Islamy , h. 4152
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Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, jaminan digolongkan menjadi 2
macam, Yyaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil
(perorangan). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti
memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai
sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan
perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu,
tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seorang lewat orang yang menjamin
pemenuhan perikatan yang bersangkutan.'”

Para ulama’ figh sepakat mensyaratkan marhun sebagai persyaratan
barang dalam jul-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi

hak murtahin."® Sebagaimana yang diterangkan dalam Hadits Nabi :

“setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh dijadikan sebagai
barang gadaian”"’

Ulama hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain :*°
- Dapat diperjualbelikan
- Bermanfaat

- Jelas

h.23

Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), cet.1,

' Qudamah, al-Mughni, jilid IV, h. 337
' Taqiyuddin, Kifayatul Ahyar, h. 263
0 Al-Kasany, Badai’ Shanai’, jilid VI, h. 135
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- Milik rahin

- Bisa diserahkan

- Tidak bersatu dengan harta lain

- Dipegang (dikuasai) oleh rahin

- Harta yang tetap atau dapat dipindahkan®’
. Pemanfaatan Barang Gadai

Menyangkut pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum
islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian
tersebut,sepert anaknya, buahnya, bulunya.

Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan
untuk mengambil sebuah keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai
memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan (girad ialah harta
yang diberikan kepada seseoarang, kemudian ia mengembalikannya setelah ia
mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis girad yang melahirkan
kemanfaatan dipandang sebagai riba.

Namun apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang
bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si perima gadai dibolehkan untuk
menggunakan atau memerah susunya, hal ni dimaksud sebagai imbalan jerih
payah si penerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadaian

tersebut, sebab orang yang menunggangi atau yang memerah susu binatang

! Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 164
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mempunyai kewajiban untuk memberi binatang itu.

Dasar hukum pembolehan ini dapat diperhatikan dalam ketentuan
sunnah rasulullah saw yang diriwayatkan oleh jama’at kecuali muslim dan an-
nasa’i yaitu :

Dari Abi hurairah, dari nabi SAW, beliau bersabda :

“Boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu juga boleh
mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang
menunggangi dan mengambil susu memberi makan’*

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa benda atau barang gadaian
tetap berada dalam penguasaan atau benda di tangan pemegang gadaian, yaitu
selama selama orang yang menggadaiakan barang tersebut belum melunasi
hu‘[angnya.23

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para
ulama berbeda pendapat, di antaranya :

1. Jumhur fuqaha’ berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu

manfaat barang gadaian tersebut, sekalian rahin mengizinkannya, karena

itu termasuk utang yang dapat menarik manfaat sehingga bila

2 Sayid Sabiq, Figih Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1992), Jilid XII, h.142
3 K. Lubis, Hukum Gadai, h.142
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dimanfaatkan termasuk riba. 2*Rasul bersabda :

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba’

2. Menurut Imam Ahmad, Ishak,Al-Laits, dan Al-Hasan, jika barang gadaian
berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang trnak yang dapat
diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari
kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang
dikeluakan selama kendaraan atau binatang ternak itu padanya.”

Rasul bersabda :

“Binatang tunggangan boleh ditungganga karena pembiayaannya apabila
digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena
pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan
meminumnya wajib memberikan biaya’ *°

3. Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaiakan tidak
mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat dari barang itu dengan cara

apapun. la juga tidak bole melakukan suatu tindakan mengenainya, kecuali

dengan izin orang yang memegang gadai. Ia keluar dari status begitu

** Rachmat Syafe’i. Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 108
* Ibid., h. 109
*® Bukhari, Shahih al-Bukhari, h.167
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apabila utang tidak dibayar. *’Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa rahin
dibolehkan untuk memanfaatkan borg. Jika tidak menyebabkan borg
berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya,
menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan borg berkurang
seperti sawah, kebun, rahin harus meminta izin kepada murtahin.

4. Ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan borg jika
dizinkan oleh rahin atau diisyaratkan ketika akad, dan borg tersebut harus
berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya
secara jelas.”®

6. Berakhirnya Perjanjian Gadai

Menurut ketentuan syari’at bahwa apabila masa yang telah
diperjanjikan untuk pembayaran utang telah dilewati maka si berhutang
berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun si berhutang tidak
mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia
memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan
seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima
gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai
untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai

untuk menjual barang gadai tersebut. Akad rahn berkahir dengan hal-hal

" Mahmud Syalthut. Figih tujuh madzhab, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 287
% Suhendi, Figih Muamalah. h. 174
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sebagai berikut:*

a. Barang diserahkan kembali kepada pemiliknya

b. Rahin membayar hutangnya

c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin

d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan
dari pihak rahin.

B. MAKELAR (SIMSAR) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Pengertian Makelar

Samsaroh adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi
menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua
kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah
(ujroh) atau bonus, komisi (j7’alah) dalam menyelesaikan suatu transaksi.
Adapun Simsar adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain
sebagai penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual
maupun membeli.*

Makelar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perantara
dalam perdagangan. Makelar berasal dari bahasa arab, yaitu samsarah yang

berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli

¥ Ibid. h.179
39 \mam Sarakhsi, al-Mabsuth Ii as-Sarakhsi, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1993), jilid XV, h. 116
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untuk memudahkan jual beli.’' Makelar adalah pedagang perantara yang
berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau
mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain,
makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan
terlaksananya jual beli tersebut.

Makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan, di zaman
kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah
lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara importer dan
produser, antara pedagang kolektif dan antara pedagang perorangan.
Sehingga makelar dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting

.32
sekali.

2. Hukum Makelar

Makelar merupakan perantara bagi manusia untuk melakukan
sebuah transaksi, serta untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makelar juga sangat menolong bagi sesama
umat manusia. Hal ini Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, dalam

surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi :

3! Masfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h. 121
32 http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/40110.html
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Ghurzah al-

Kinani, yang menyatakan :

“Kami biasa menyebut diri kami dengan samasirah, kemudian Rasulullah
Saw menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik
daripada sebutan kami. Beliau menyatakan.: ‘Wahai para tujjar (bentuk plural
dari tajir, pedagang), sesungguhnya jual-beli itu selalu dihinggapi kelalaian
dan sesumpah, maka bersihkan dengan sedekah’”

3. Rukun dan syarat makelar
Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa rukun

samsaroh terdiri dari:

a) al- Muta’aqgidani ( makelar dan pemilik harta )

b) Mahall al-ta’aqud ( jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

c) al-Shigat (lafadz atau sesuatu yang menunjukan keridhoan atas transaksi
pemakelaran tersebut).

Makelar yang dibolehkan dengan persyaratan harus sesuai dengan

33 Imam Nasai, Sunan an-Nasai, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1992), h..3737
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definiskan ulama sebagai berikut:

a. “Simsar adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain
dengan kompensasi (upah atau bonus). Baik untuk menjual maupun
membeli.”*

b. “Jika (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual-beli; dikatakan:
“saya telah menunjukkan anda pada sesuatu”; jika anda menunjukkan
kepadanya, yaitu jika seorang pembeli menunjukkan kepadanya, maka
orang itu adalah simsar (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual),

dan juga disebut dalal.”

4. Hak dan kewajiban Makelar

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan mengenai
hak dan kewajiban makelar,’ yang meliputi:

1. para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan yang
dilakukan dalam buku-saku mereka, dan selanjutnya setiap hari
memindahkannya ke dalam buku-harian mereka, tanpa bidang-bidang
kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan
menyebutkan dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan,
waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dan harga

barangnya, dan semua persyaratan perbuatan yang dilakukan.

3* As-Sarakhsi, al-Mabsuth, h. 116
* Ibid
3% www.kitab undang-undang hukum dagang.com
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2. para makelar diwajibkan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang
bersangkutan setiap waktu dan begitu mereka ini menghendaki, petikan-
petikan dari buku mereka yang berisi segala sesuatu yang mereka catat

berkenaan dengan perbuatan yang menyangkut pihak tersebut.

3. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si

pemberi kuasa meninggal.”’

4. Si kuasa berhak mendapat ganti rugi dan persekot-persekot yang telah
dikeluarkannya sewaktu menjalankan kuasanya meskipun urusannya

tidak berhasil.

5. Berhak untuk menahan segala apa kepunyaan sipemberi kuasa yang
berada ditangannya, sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayar

lunas apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.’®

Melihat dari hak dan kewajiban makelar tersebut maka makelar
disini hanya mempunyai wewenang untuk melakukan tugas atau amanah
yang diberikan oleh pemberi kuasanya dan tidak bertanggung jawab atas apa
yang terjadi diluar batas kuasa itu kecuali mengikatkan dirinya sendiri

dengan orang yang melakukan perjanjian.

37 Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 459
38 -
1bid h. 461



BAB III

TEMUAN LAPANGAN

A. Gambaran Umum tentang Desa Gadung Driyorejo

Desa Gadung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan
Driyorejo. Wilayah tersebut terletak diperbatasan antara wilayah Surabaya dan

Gresik.

» Sebelah utara : Desa Lakar Santri Surabaya

» Sebelah barat : Desa Bangkingan Surabaya

> Sebelah selatan : Desa Petiken Gresik

» Sebelah timur : Desa Randegan Sari Gresik

Dari data yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian, dapat dijelaskan
bahwa di Desa Gadung Driyorejo sampai akhir bulan November 2009, secara
keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 4319 jiwa dari 1264 jumlah kepala
keluarga. Jumlah penduduk terbagi dalam kelompok jenis kelamin, yang

meliputi : dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1957 orang dan jenis wanita

37
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sebanyak 2362 orang.'

Masyarakat Desa Gadung Driyorejo dalam memenuhi kebutuhan hidup
sehari-harinya, meliputi: petani, buruh tani, buruh pabrik, wirausaha, pegawai
negeri, peternak, dan dokter. Akan tetapi lapangan pekerjaan Desa Gadung yang

paling dominan adalah petani.

Dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Gadung termasuk
dalam kategori berpendidikan cukup baik. Dengan sarana pendidikan yang ada
yaitu TK Mifthul Fighiyah, TK Dharma Wanita, MI Miftahul Fighiyah, SDN

Gadung, dan SMP Diponegoro.

Pada dasarnya masyarakat Desa Gadung 100% beragama Islam dan
tingkat pemahamannya tentang Islam dibilang lumayan baik. Mereka juga
sering mengadakan acara-acara yang bersifat agamis, seperti halnya pengajian

umum, pengajian rutin, dan jam iyah ishari.
Latar Belakang Gadai Motor

Telah menjadi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari, masyarakat selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur
pokok yang senantiasa dapat menutupi semua kebutuhan mereka, termasuk
kebutuhan yang bersifat dadakan. Selain untuk menutupi kebutuhan keseharian

masyarakat, biayapun menjadi suatu unsur penting untuk melakukan suatu

! Dokumen Desa Gadung Driyorejo Gresik
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kegiatan usaha dari segi permodalan.

Untuk menutupi kebutuhan biaya tunai yang sangat mendesak,
masyarakat seringkali merasa kewalahan dan panik sehingga memungkinkan
terjadinya berbagai hal yang diluar kendali mereka. Namun dalam komunitas
masyarakat umum, kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara
termasuk melakukan kegiatan gadai motor melalui makelar. Dengan cara
tersebut mereka akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka
hadapi sehubungan dengan kebutuhan biaya. Biaya yang dibutuhkan tersebut
biasanya bersifat insidentil dan spontan. Oleh karena itu keberadaan gadai
motor melalui makelar merupakan suatu sarana penunjang dalam melanjutkan

eksistensi suatu kelompok masyarakat.

Gadai motor melalui makelar sangat membantu sekali untuk masyarakat
yang membutuhkan dana ndadakan, khususnya di Desa Gadung karena dengan
cara tersebut mereka berpikir berada dalam zona aman, yaitu bebas dari tagihan
bank, dan bisa digunakan untuk kebutuhan produktif seperti tambahan modal
ataupun digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti halnya

membiayai sekolah anaknya dan lain sebagainya.’

Masyarakat pada umumnya yang ekonominya tergolong menengah

hingga ke bawah, masih merasa kurang mengetahui tentang keberadaan lembaga

* Wawancara dengan bpk. Muslih sebagai rahin, pada tanggal 14 sep 2009
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pegadaian syariah yang jalas-jelas mengikuti aturan syarit dan bagi masyarakat
di Desa Gadung khususnya, sistem yang ada di dalam lembaga pegadaian
syariah maupun istilah-istilah yang ada di dalamnya sulit untuk di pahami
seperti halnya rahn, marhun dan lain sebagainya. Kesulitan ini yang
menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih memilih gadai motor melalui

makelar dari pada pegadaian syariah.

Hal di atas tersebut menyebabkan masyarakat umum, khususnya
golongan menengah ke bawah secara kontinuitas tetap melakukan pinjaman
dana kepada perorangan dengan cara menggadaikan barangnya melalui makelar
seperti halnya motor. Cara tersebut banyak diminati oleh masyarakat karena
prosesnya cepat, mudah, dan ada yang bertanggung jawab apabila terjadi
kerusakan pada barang gadaian, dan sini makelar sebagai penengah jika
penggadai dan murtahin terjadi perselisihan. Semua itu adalah tugas makelar

dalam menjalankan amanatnya.’

C. Mekanisme Gadai motor melalui Makelar
1. Proses Pemberian Gadai

Sebagai makelar dalam penggadaian juga mempunyai peran penting
dalam pelaksanaan gadai motor tersebut, karena kebanyakan penggadai

meminta bantuannya untuk mendapatkan pinjaman dengan menggadaikan

> Wawancara dengan bpk.Khoiri sebagai makelar, pada tanggal 13 okt 2009
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barang milik penggadai.

Untuk memperoleh pinjaman seorang penggadai harus melalui beberapa

tahapan yaitu :

a. Seorang penggadai menyerahkan barangnya kepada makelar untuk di
gadaikan.

b. Makelar menawarkan barang gadai kepada semua orang dan biasanya
sudah ada orang yang biasanya menerima barang gadai sendiri jadi
makelar tidak kesulitan untuk mencari penerima gadai.

c. Ketika makelar mendapatkan seorang penerima gadai, maka secara
otomatis makelar mendapatkan komisi 10 persen dari hasil nilai gadai
tersebut.

d. Komisi yang didapat dari hasil nilai gadai tersebut dibagi 50 : 50 antara
penerima gadai dan makelar.”

. Pola kontrak perjanjian gadai

Dalam pelaksaan gadai di desa Gadung Driyorejo pola perjanjian yang
dilakukan hanya dengan dengan ucapan dan kepercayaan, tanpa ada
perjanjian secara tertulis. Adapun perjanjian dalam gadai motor tesebut

meliputi :

a. Penetapan waktu pengembalian pinjaman hanya dijanjikan oleh peminjam

* Wawancara dengan bpk.Khoiri sebagai makelar, pada tanggal 13 okt 2009
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(semayan) sehingga ketika masa pengembalian pinjaman telah jatuh
tempo, si peminjam terkadang tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat
pada waktunya.

b. Ketika penggadai tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah
disepakati, maka barang gadai dialihkan pada orang lain guna menutupi
pinjaman yang belum dibayar jika penerima gadai membutuhkan uangnya,
dan jika tidak maka waktu gadai bisa diperpanjang sampai penggadai
dapat melunasi hutangnya. .’

3. Resiko dalam gadai motor melalui makelar

Sebagai usaha penyaluran uang pinjaman dengan adat yang berlaku,

dalam usaha gadai melalui makelar menghadapi resiko sebagai berikut :

a. Resiko pembiayaan yang diberikan
Resiko ini timbul apabila terjadi salah taksir atas nilai barang yang
diagunkan sehingga bisa mengakibatkan terlalu besarnya hutang yang

diberikan.

b. Resiko barang jaminan
Resiko ini timbul apabila terjadi kerusakan, kehilangan maupun
penurunan nilai dari barang jaminan yang digunakan oleh penggadai

selama dalam perjanjian dan biaya perawatan terhadap barang gadai

° Wawancara dengan sdra. Imam Buchori sebagai makelar, pada tanggal 14 okt 2009
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ditanggung oleh peminjam, Sehingga mayoritas akibat kerusakan barang
gadai sering membuat peminjam mengalami kerugian meskipun tidak

mengakibatkan kerusakan.

c. Resiko pendanaan
Resiko ini timbul apabila makelar mengalami kesulitan untuk
mencari sumber dana sehingga mengurangi kemampuan dalam penyaluran

utang yang berakibat pada pendapatan®
4. Pelaksanaan pengalihan atau pelemparan barang gadai

a. Apabila jatuh tempo, makelar harus memperingatkan penggadai untuk
segera melunasi utangnya kemudian jikalau penggadai masih belum bisa
melunasi utangnya maka makelar memberikan informasi kepada penerima
gadai.

b. Apabila penggadai tetap tidak melunasi utangnya dan penerima gadai
membutuhkan dana tersebut, maka barang gadai dialihkan (dilempar) oleh
makelar kepada orang lain.

c. Hasil pengalihan barang gadai digunakan untuk melunasi utang.’

5. Penyelesaian Perselisihan antara pemberi dan penerima gadai.

Jika tejadi perselisiha antara penggadai dan penerima gadai terhadap

6 .
1bid
7 Wawancara dengan bpk. Nasipan sebagai murtahin, pada tanggal 23 okt 2009
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barang gadai ataupun terhadap waktu berkhirnya gadai, maka penyelesainnya
dengan cara mengadakan perundingan diantara pihak-pihak yang terkait dan

penengahnya adalah makelar sehingga perselisihan tersebut bisa selesai.
D. Makelar Dalam Gadai Motor

Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur
Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden
dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggamkan perusahaan mereka
dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan
mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang

lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.®

Dalam jaman yang penuh kesibukan sekarang ini, sering kali orang tidak
sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan
jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Orang ini lalu
diberikannya kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan
tersebut atas namanya. Yang dimaksud dengan ‘“menyelenggarakan suatu
urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan

yang mempunyai suatu “akibat hukum”.’

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam

¥ www.kitab undang-undang hukum dagang.com
? Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989), h.140
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suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan
lisan. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan
dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Dari ketentuan ini dapat kita lihat
bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari suatu bentuk cara (formalitas)
tertentu, dengan perkataan lain, ia adalah suatu perjanjian konsensual, artinya :
sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara pemberi dan

penerima kuasa.

Sebagaimana yang penulis ketahui, pemberian kuasa itu menerbitkan
perwakilan , yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan

suatu perbuatan hukum."

Kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat terutama orang modern
sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam pertanian,
perkebunan, industri dan lain-lain) sebab tidak sedikit oarang yang pandai
tawar-mewnawar, tidak mengetahui cara menjual barang yang diperlukan atau

tidak ada waktu untuk berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.'’

Dalam kitab undang-undang hukum dagang dijelaskan mengenai hak dan

kewajiban makelar,'” yang meliputi:

1. para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan yang

1% Ibid. h.141
"' Masfuk zuhdi, Masail Fighiyah , (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h. 121
"2 www.kitab undang-undang hukum dagang.com
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dilakukan dalam buku-saku mereka, dan selanjutnya setiap hari
memindahkannya ke dalam buku-harian mereka, tanpa bidang-bidang
kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan
dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan
atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dan harga barangnya, dan semua

persyaratan perbuatan yang dilakukan. (KUHD 6.)

2. para makelar diwajibkan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang
bersangkutan setiap waktu dan begitu mereka ini menghendaki, petikan-
petikan dari buku mereka yang berisi segala sesuatu yang mereka catat

berkenaan dengan perbuatan yang menyangkut pihak tersebut. (KUHD 12.)

Jelaslah bahwa makelar adalah profesi yang banyak manfaatnya untuk
masyarakat, konsumen, dan bagi makelar itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan
masyarakat sebagaimana prifesi yang lain karena makelar adalah merupakan
bagian dari organisasi perdagangan, maka jasa makelar menjadi pilihan dari
pemberi atau penerima gadai untuk mengurusi segala sesuatu yang diperlukan,

sehingga jasa makelar dibutuhan oleh pemberi dan penerima gadai.

Menurut penulis, makelar tidak hanya dikhususkan pada perdagangan,
tetapi setiap orang yang manjadi penghubung atau perantara antara dua pihak
atau lebih dalam sebuah tarnsaksi maka itu juga dapat dikatakan sebagai

makelar. Adanya gadai motor di Desa Gadung juga melibatkan sejumlah
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makelar, sebab dalam praktek gadai motor di Desa Gadung tersebut peran
makelar juga sangat dibutuhkan oleh penggadai, karena melalui makelar barang
gadai tersebut aman dan prosesnya cepat, disamping itu juga mudah untuk

mendapatkan pinjaman. Peran makelar dalam gadai motor meliputi:'
3. Sebagai mediator antara pemberi dan penerima gadai.

4. Sebagai penanggung jawab penuh atas resiko dalam gadai motor sampai

akhir perjanjian.
Perjanjian Kuasa

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling
berjanji untuk melakukan suatu hal atau persetujuan yang dibuat oleh dua pihak
atau lebih, masing bersepakat untuk mentaati apa yang tersebut dalam

. . 14
persetujuan itu.

Dalam islam bahwa penghormatan terhadap perjanjian adalah hukumnya
wajib. Melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam
memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan,

. . . 15
menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Di syaratkan pada janji (perjanjian) yang wajib di hormati dan dipenuhi

!> Wawancara dengan bpk. Sunardi sebagai rahin, pada tanggal 18 Nov 2009
'* Hermansyah, hukum perbankan nasional indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 71
' Sayyid sabiq, Fikih sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1992), jilid XII, h.190
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hal-hal berikut:
1. Tidak menyalahi hukum syari’at yang disepakati adanya.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan. Karena sesungguhanya pemaksaan
menafikan kemauan. Tidak ada penghargaan pada akad yang tidak

memenuhi kebebasan.

3. Harus jelas dan gamblang, tidak samar dan tersembunyi, sehingga tidak
diinterprestasikan kepada suatu interprestasi yang bisa menimbulkan

kesalapahaman pada waktu penerapannya.'®

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dijelaskan tantang

hak dan kewajiban pemberian kuasa," yaitu:
1. Hak dan Kewajiban Si Kuasa

a. Selama si kuasa belum dibebaskan melaksanakan tugasnya maka ia
menanggung segala biaya kerugian dan bunga sekiranya dapat timbul

karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.

b. Memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan
memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang apa yang telah

diterimanya berdasarkan kuasanya.

16 77, -
1bid. h.196
Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 458
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c. Memberitahukannya secara sah tentang hal kuasanya dengan siapa ia
mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu,
tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa

itu,kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu.'®

2. Hak dan Kewajiban Si Pemberi Kuasa

a. Memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa mnurut

kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya.

b. Mengembalikan kepada si kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang
telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu

pula membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan.

c. Mengembalikan ganti rugi kepada si kuasa tentang kerugian-kerugian
yang diderita sewaktu menjalankan tugasnya, asal dalam hal itu si kuasa

tidak telah berbuat hati-hati.

18 Ibid. 458



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Praktek Gadai Motor Melalui Makelar

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa kuasa dapat
diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah
tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan kuasa
dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu
oleh si kuasa. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu
adalah bebas dari suatu bentuk cara (formalitas) tertentu, dengan perkataan
lain, ia adalah suatu perjanjian konsensual, artinya : sudah mengikat (sah) pada
detik tercapainya sepakat antara pemberi dan penerima kuasa. Pemberian kuasa
itu menerbitkan perwakilan , yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain
untuk melakukan suatu perbuatan hukum.'

Dalam islam pemberian kuasa juga disebut dengan wakalah. Menurut
para fuqaha, wakalah berarti pemberian kewenangan/kuasa kepada pihak lain
tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar’i

menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.’

! Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989), h. 141
% http://one.indoskripsi.com/node/1210

50
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Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak
pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan
dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau
wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah
dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab
atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau
pemberi kuasa.” Sebagaimana firma Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 35

-

s 177 2 Toe £ e Ao AL R B U PR T A

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Surat yusuf ayat 55 :
E -
e laas G T ol o et T U6

Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir);, Sesungguhnya

Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.

Dalam hal pernyataan kehendak penggadai di dalam membuat

3 Ibid
* Departemen Agama RI, A/ Qur'an ..., h. 35
> Ibid. 55
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kesepakatan bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Jika
melihat pada maslahah yang akan ditimbulkan dari pernyataan penggadai secara
tertulis yang bisa dijadikan akta otentik dikemudian hari apabila terjadi
perselisihan antara pihak yang terkait dengan gadai tersebut, maka lebih baik
dilakukan dengan cara tertulis, dan untuk kemaslahatan umat serta untuk
menghindari perselisihan. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah

282:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menulis-

nya’

Para pakar hukum membedakan antara akad dan kesepakatan atas dasar
bahwa kesepakatan (perikatan) lebih umum dalam pemakaiannya dibandingkan
akad. Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal
yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki
ketentuan. Sedangkan istilah kesepakatan tidak harus demikian, akan tetapi
dapat dipakai dalam hal apa saja yang serupa, misalanya untuk melengkapi

kegiatan manusia untuk semacam janji yang tidak memiliki nama khusus atau

¢ Departemen Agama RI, A/ Qur'an ..., h. 70
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aturan tertentu.’

Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang
diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak
seperti jual beli atau pemindahan hutang piutang. Sedangkan akad dapat
dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu. Adapun yang
membedakan antara keduanya adalah kecakapan pelaku.8

Kecakapan pelaku akad berbeda dengan kecakapan dalam pelaku
perikatan, karena keduanya memiliki nilai hasil masing-masing. Dan pelaku
akad tidak dibebani tanggung jawab dan syarat sebanyak pelaku perikatan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesepakatan atau perikatan
memiliki arti lebih luas dibandingkan akad.’

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan
kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga
ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan
syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf
sesuai dengan ketentuan syara', yang kemudian di ikuti dengan shighat, yaitu
ijab dan qobul.'’

Ijab Qobul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau

kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab

7 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989), h.156

8 Rifa’i, fikih muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 114

9 Ibid

' Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) Jilid II, h. 149
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menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang
menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang
menyerahkan maupun menerima, sedangkan qobul adalah orang yang berkata
setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas
ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah
pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan
oleh orang pertama atau kedua, sedangkan Qobul adalah pernyataan dari orang
yang menerima. "’

Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad
[jab Qobul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan
transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan
terjadi pemindahan hak antar kedua pihak tersebut.'?

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bhawa Kedudukan dan fungsi akad
adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan
menjadi tujuan akhir dari muamalah.

Sementara berkaitan pengikatan jaminan yanng melalui perorangan
seperti hak tanggungan yang dalam proses penjaminanya melalui kebendaan,
misalnya dalam bentuk tanah, motor, mobil dan sebagainya, maka persoalan ini

sesuai dengan ulama figh tentang maksud penguasaan (al-gabdh, possession)

"' Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, Hukum Gadai Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), h. 142
" Ibid
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obyek (barang yang digadaikan) yang menjadi syarat rahn. Para ulama
memaknai a/-gabdh sebagai penguasaan barang secara fisik, ini hampir sama
dengan konsep gadai dalam KUH Perdata yang memberikan hak kebendaan
kepada krediturnya."> Menurut Wahbah Zuhaili, maksud keharusan penguasaan
obyek rahn tersebut bukan semata-mata aturan syariah yang bersifat “harus
diterima apa adanya, taken for granted’ (ta’abbudy), tetapi tujuannya adalah
untuk menjamin kreditur yang menerima barang jaminan agar merasa tenang
dan percaya piutangnya akan dikembalikan. Oleh karena itu, jika melalui bukti
surat atau sertifikat kepemilikan barang jaminan telah mampu menjamin
kepercayaan dan ketenangan kreditur maka sah hukumnya.'*

Selanjutnya, akibat hukum yang timbul setelah sempurnanya akad ra/in
dengan diserahkannya barang jaminan kepeda penerima jaminan antara lain; 1).
terkaitnya hutang dengan obyek jaminan secara utuh, 2). Kreditur berhak
menahan obyek jaminan, 3). Kreditur wajib menjaga obyek jaminan, 4). Kreditur
dilarang menggunakan atau memanfaatkan obyek jaminan , 5). Kreditur berhak
menuntut obyek jaminan dijual bila hutangnya tidak mampu dibayar, 6). Kreditur
wajib mengembalikan obyek jaminan setelah hutang debitur telah dilunasi. 7).
Kreditur memiliki hak didahulukan (hagqu al-imtiyaz, preféren) dari kreditur-

kreditur lain.

" Ibnu Qudamah, al-Mughni ‘Ala Mukhtashar al-Khargi, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1994), jilid
IV, h. 341
' Ahmad Azhar Basyri, Riba, Utang-Piutang dan Gadai, (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), h. 50
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Dalam pelaksanaan gadai yang ada didesa gadung melibatkan makelar
sebagai orang yang melakukan transaksi. Makelar merupakan mediator antara
pemberi dan penerima gadai, tetapi disini ia (makelar) juga sebagai pangganti
posisi penggadai karena mendapat kuasa dari si penggadai. Jadi dapat dikatakan
bahwa makelar itu sebagai wakil dari penggadai.

Penerima kusa dalam islam disebut wakalah. Wakalah merupakan
pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain
sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan dalam hal ini pihak kedua
hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh
pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang
disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah
tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.'

Wakalah baru dinilai bisa terlaksana secara sah kalau persyaratan setiap
unsur itu terpenuhi. Seseoarang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan
memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya.
Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan
haknya. Selain itu pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang
dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap
bertindak atau mukallaf. Ada beberapa hal yang perlu diuraikan secara singkat,

seperti wakil itu sebagai orang yang diberi amanat untuk bertindak atas nama

'S Rifa’i, fikih muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 124
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pemberi kuasa tentang hal-hal yang diwakilkan kepadanya. Karena ia hanya
berfungsi sebagai penerima amanat, ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan
menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya, dalam hal ini
mewakilkan sesuatu yang berkaitan dengan hak seorang hamba adalah sah.'®

Di dalam transaksi gadai yang terjadi di Desa Gadung juga tidak
terlepas dari beberapa rukun dan syarat yang perlu diterapkan sebagai
peraturan dalam bertransaksi penggadaian. Sehingga transaksi itu menjadi sah
sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian.

Terkait dengan persoalan rukun dan syarat gadai, maka dalam gadai
motor terdapat syarat dan rukun yang sama dengan gadai pada umumnya.
Sedangkan yang membedakan gadai motor adalah tidak adanya pemberi gadai
(murtahin) dalam transaksi, yang mana posisi pemberi gadai tersebut
digantikan oleh makelar.

Sebagaimana dalam penjelasan diatas, salah satu ketentuan yang
menjadikan sah atau tidaknya gadai adalah akad. Akad merupakan sebab
pemilikan yang paling kuat dan paling luas yang berlaku di kehidupan manusia
yang mendapatkan distribusi harta kekayaan. Gadai tidak boleh dilakukan
apabila yang berakad tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan transaksi,
kecuali orang tersebut diberikan wewenang atau kuasa oleh penggadai.

Dari uraian tentang beberapa akibat hukum yang muncul setelah

' Rachmat Syafe’i. Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 137
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sempurnanya akad rahn tersebut, terdapat banyak kesamaan antara konsep

pengikatan jaminan melalui perorangan dengan konsep rahn yang dalam islam.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Motor Melalui Makelar

Dalam ajaran Islam memperbolehkan melakukan utang piutang dengan
cara memberikan barang miliknya yang dijadikan sebagai jaminan atau juga
disebut dengan gadai. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an Q.S. al-

Baqarah ayat 283:

Artinya : ‘jika kamu berada dalam perjalanan, dan tiada mendapatkan seorang

penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..”"

Artinya : 7 Bercerita pada kami Qutaibah bercerita pada kami Jarir dari al-
A’masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari ‘Aisyah RA berkata :
Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan

beliau mengadaikan kepadanya baju besi beliau™"*

' Departemen Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 60
'8 Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Semarang: Toha Putra, t.t), jilid III, h.167
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Dengan memperhatikan nas dan hadits di atas, dapat digaris bawahi
bahwa di dalam utang piutang dengan tanpa adanya penulis maka hendaknya
ada barang yang digadaikan.

Syarat dan rukun dalam gadai merupakan pokok utama yang perlu
diterapkan agar para pihak pemberi dan penerima gadai tidak terjerumus dalam
transaksi yang dilarang oleh syariat, sehingga transaksi gadai terjalin dan tidak
keluar dari batasan-batasan yang ditentukan syariat. Adapun yang menjadi
rukun dan syarat gadai yaitu:

1. Adanya lafaz

2. Adanya pemberi gadai dan penerima gadai
3. Adanya barang yang digadaikan

4. Adanya utang

Subyek dalam gadai merupakan salah satu unsur yang menjadikan sah
atau tidaknya transaksi, sedangkan pelaksanaan transaksi gadai di Desa Gadung
Driyorejo tidak melibatkan penggadainya sendiri, akan tetapi penggadai
meminta tolong kepada makelar untuk menggadaikan barangnya dengan
pelimpahan kuasa yang diberikan oleh penggadai, maka secara otomatis
wewenang itu dipegang penuh oleh makelar untuk melakukan transaksi.

Pemindahan kuasa yang dilakukan penggadai ini dalam islam disebut
wakalah, karena wakalah merupakan pemberian kewenangan atau kuasa kepada

pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara
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syar’i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.
Jadi meskipun dalam pelaksanaan gadai yang ada di Desa Gadung
Driyorejo Gresik tersebut tidak melibatkan pemiliknya langsung tetapi diwakili
oleh orang yang berhak untuk melakukan transaksi, maka praktek tersebut
sudah mengikuti dan sesuai dengan hukum islam karena dilihat dari segi rukun

dan syarat sahnya rahn.

Hukum Makelar dalam Gadai

Islam sebagai norma yang mengatur tata kehidupan manusia telah
sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang
berkenaan dengan politik, hukum, sosial, budaya maupun tata kehidupan dalam
berekonomi. Tidak sesuatu permasalahan yang tidak dapat memperoleh
jawaban dari hukum islam.

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam
suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan
lisan. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan
dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Dari ketentuan ini dapat kita lihat
bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari suatu bentuk cara (formalitas)
tertentu, dengan perkataan lain, ia adalah suatu perjanjian konsensual, artinya :
sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara pemberi dan

penerima kuasa.
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Pemberian kuasa itu menerbitkan perwakilan , yaitu adanya seorang
yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum."

Jelaslah bahwa makelar adalah profesi yang banyak manfaatnya untuk
masyarakat, konsumen, dan bagi makelar itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan
masyarakat sebagaimana profesi yang lain karena makelar adalah merupakan
bagian dari organisasi perdagangan, maka jasa makelar menjadi pilihan dari
penggadai atau penerima gadai untuk mengurusi segala sesuatu yang
diperlukan, sehingga jasa makelar dibutuhan oleh penggadai dan penerima
gadai. Sebagaimana disebutkan firman-Nya, dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yang

berbunyi :

Z_ w E3
o LE TS0

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”’

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Qays bin Abi Ghurzah al-Kinani,

yang menyatakan :

' Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989), h. 141
0 Departemen Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemahnya , h. 376
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“Kami biasa menyebut diri kami dengan samasirah, kemudian Rasulullah Saw
menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik daripada
sebutan kami. Beliau menyatakan: ‘Wahai para tujjar (bentuk plural dari tajir,
pedagang), sesungguhnya jual-beli itu selalu dihinggapi kelalaian dan
sesumpah, maka bersihkan dengan sedekah’”*'

Dari batasan-batasan tentang pemakelaran di atas, bisa disimpulkan,
bahwa itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai
pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain.
Karena itu, memakelari makelar atau samsarah ‘ala samsarah  tidak
diperbolehkan. Sebab, kedudukan makelar adalah sebagai orang tengah
(mutawassith). Jika dia menjadi penengah orang tengah (mutawwith al
mutawwith), maka statusnya tidak lagi sebagai penengah. Dan gugurlah
kedudukannya sebagai penengah, atau makelar. Jadi makelar dalam gadai disini
tidak menyalahi aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat islam karena

kedudukan makelar gadai yang ada didesa gadung adalah sebagai penengah dan

penerima kuasa dari penggadai.

! Imam Nasai, Sunan an-Nasai, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1992), h..3737



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka
dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban
atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Gadai yang dilaksanakan di Desa Gadung Driyorejo merupakan praktek
gadai yang obyeknya adalah sepeda motor. Dalam prosesnya, penggadai
menyerahkan kuasa kepada orang tertentu yang dikenal sebagai makelar
untuk menggadaikan barangnya demi mendapatkan pinjaman sejumlah
uang, yang diikuti penyerahan sepeda motor sebagai jaminan pelunasan
apabila ingkar janji dan penyerahan gadai tersebut diperjanjikan secara lisan
dengan memperoleh hak berupa komisi 10% dari nilai pinjaman dengan
kewajiban menanggung resiko jika barang gadai hilang atau mengalami
kerusakan berat.

2. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa praktek gadai motor melalui
makelar yang ada di Desa Gadung Driyorejo sesuai dengan ketentuan
hukum islam karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang yang berhak dan
tidak ada unsur penipuan, sedangkan akad yang dipakai dalam gadai

tersebut adalah akad wakalah.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini akan dikemukakan beberapa
saran, yaitu:

1. Bahwa perlu adanya penegasan dalam sebuah perjanjian meskipun hanya
dengan sebuah ucapan agar tidak terjadi penyelewengan bagi pihak yang
terkait dalam gadai motor tersebut, yaitu penggadai, penerima gadai
maupun makelar. Jadi untuk langkah ke depannya, usaha gadai motor
tersebut akan lebih berkembang karena tidak mengecewakan masyarakat
terutama orang yang terkait dengan gadai motor tersebut.

2. Diharapkan pada masyarakat Desa Gadung Driyorejo Gresik, terutama yang
melakukan transaksi gadai motor tersebut agar meningkatkan pengetahuan
tentang gadai menurut hukum islam, sehingga gadai tersebut menjadi

sempurna dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh islam.
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